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Abstrak. Pengelolaan Dana Desa memegang peran strategis dalam mewujudkan pembangunan desa yang
transparan, akuntabel, dan partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi terkait tata kelola
keuangan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip akuntabilitas, transparansi,
dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Pekon Belu, Kecamatan Kota Agung Barat,
Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan
data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap aparatur pemerintahan desa dan
masyarakat setempat. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam
pengelolaan Dana Desa belum berjalan optimal. Masih ditemukan keterbatasan akses informasi publik,
rendahnya keterlibatan masyarakat, serta kurang maksimalnya pertanggungjawaban keuangan desa yang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa
di Pekon Belu memerlukan penguatan komitmen aparatur desa untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas,
dan partisipasi masyarakat guna mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik.
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Abstract. Village Fund management plays a strategic role in realizing transparent, accountable, and
participatory village development as mandated by various regulations related to village financial governance.
This study aims to analyze the implementation of the principles of accountability, transparency, and community
participation in Village Fund management in Pekon Belu, Kota Agung Barat District, Tanggamus Regency.
This research employed a qualitative descriptive method, with data collected through observation, in-depth
interviews, and documentation involving village government officials and local community members. Data
analysis was carried out through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings
reveal that the implementation of accountability, transparency, and participation principles in Village Fund
management has not yet been optimal. Limitations in public information access, low community involvement,
and inadequate financial accountability in accordance with statutory regulations were still found. The study
concludes that Village Fund management in Pekon Belu requires stronger commitment from village officials
to improve transparency, accountability, and community participation in order to realize good village financial
governance.
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PENDAHULUAN kesejahteraan masyarakat desa secara
berkelanjutan. Pemerintah pusat melalui

Pembangunan desa  merupakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
bagian integral dari pembangunan nasional tentang Desa memberikan kewenangan dan

yang bertujuan untuk meningkatkan dukungan dana yang signifikan kepada
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desa guna memperkuat peran desa dalam
mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakatnya secara mandiri. Salah satu
wujud konkret dukungan tersebut adalah
melalui penyaluran Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN). Dana Desa
ditujukan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, pemberdayaan masyarakat,
dan pembinaan kemasyarakatan di desa.

Agar pengelolaan Dana Desa dapat
berjalan sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan, maka pemerintah mengatur
prinsip-prinsip pengelolaan Dana Desa
yang meliputi akuntabilitas, transparansi,
dan partisipasi masyarakat. Akuntabilitas
diperlukan untuk memastikan bahwa
seluruh proses pengelolaan Dana Desa
dapat  dipertanggungjawabkan  secara
moral, administratif, maupun hukum.
Transparansi bertujuan agar masyarakat
mendapatkan informasi yang jelas dan
terbuka terkait perencanaan, pelaksanaan,
dan pertanggungjawaban pengelolaan
Dana  Desa. Sedangkan partisipasi
masyarakat menjadi elemen penting dalam
mendukung keberhasilan program
pembangunan desa karena masyarakatlah
yang  memahami  secara  langsung
kebutuhan dan potensi desa.

Namun, dalam pelaksanaannya,
masth banyak desa yang menghadapi
tantangan dalam mewujudkan tata kelola
Dana Desa yang akuntabel, transparan, dan
partisipatif. Tidak jarang muncul persoalan
seperti  rendahnya  kualitas  laporan
keuangan, kurang terbukanya informasi
kepada masyarakat, serta minimnya
keterlibatan masyarakat dalam
perencanaan dan pelaksanaan program
desa. Hal ini juga terjadi di Pekon Belu,
Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten
Tanggamus, yang menjadi lokasi penelitian
ini. Berdasarkan hasil pengamatan awal,
masih ditemukan keterbatasan dalam
pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut, baik
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dari sisi keterbukaan informasi, pelibatan
masyarakat, maupun pertanggungjawaban
keuangan yang belum sepenuhnya sesuai
ketentuan.

Berdasarkan uraian tersebut,
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
sejauh  mana implementasi  prinsip
akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa
di Pekon Belu. Penelitian ini diharapkan
dapat memberikan gambaran yang jelas
mengenai praktik pengelolaan Dana Desa
di lapangan, serta menjadi bahan masukan
bagi pemerintah desa dalam mewujudkan
tata kelola keuangan desa yang lebih baik,
sesuai dengan regulasi yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan metode
deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih
karena penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan secara mendalam
bagaimana implementasi prinsip
akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa
di Pekon Belu, Kecamatan Kota Agung
Barat, Kabupaten Tanggamus. Metode
deskriptif digunakan untuk memberikan
gambaran secara sistematis dan faktual
terkait kondisi riil yang terjadi di lapangan.

Subjek penelitian ini adalah aparatur
pemerintahan Pekon Belu yang terlibat
langsung dalam pengelolaan Dana Desa,
seperti Kepala Pekon, Sekretaris Pekon,
Bendahara  Pekon, Kepala  Urusan
Perencanaan, serta tokoh masyarakat yang
berperan dalam proses perencanaan
maupun pengawasan penggunaan Dana
Desa. Pemilihan informan dilakukan secara
purposive, yaitu dengan
mempertimbangkan  pihak-pthak  yang
memiliki pengetahuan dan keterlibatan
langsung dalam pengelolaan Dana Desa.

Teknik pengumpulan data dilakukan
melalui observasi, wawancara mendalam,
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dan dokumentasi. Observasi dilakukan
untuk memperoleh gambaran langsung
terkait proses pengelolaan Dana Desa di
Pekon Belu. Wawancara mendalam
dilakukan dengan informan kunci untuk
menggali informasi secara komprehensif
terkait pelaksanaan prinsip akuntabilitas,
transparansi, dan  partisipasi dalam
pengelolaan Dana Desa. Dokumentasi
digunakan untuk melengkapi data yang
diperoleh, antara lain berupa dokumen
perencanaan, laporan keuangan, notulen
musyawarah, baliho informasi anggaran,
serta dokumen pendukung lainnya.

Teknik analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah analisis
interaktif model Miles dan Huberman yang
meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Reduksi data dilakukan dengan menyaring
data yang relevan dengan fokus penelitian.
Penyajian data dilakukan dalam bentuk
narasi yang sistematis untuk memudahkan
pemahaman terhadap hasil temuan.
Penarikan kesimpulan dilakukan secara
induktif berdasarkan pola-pola data yang
ditemukan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian,
akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di
Pekon Belu telah dilaksanakan sesuai
regulasi yang berlaku, yaitu melalui
penyusunan RPJMDes, RKPDes, APBDes,
hingga  laporan  pertanggungjawaban
keuangan tahunan. Hasil kuesioner
menunjukkan bahwa indikator
akuntabilitas dengan skor tertinggi terdapat
pada penyusunan RPJMDes sebesar 4,61,
sedangkan skor terendah terdapat pada
penyampaian laporan Dana Desa tahap I
sebesar 3,94, dengan rata-rata keseluruhan
4,37 yang termasuk kategori baik.

Akuntabilitas sudah berjalan sesuai
prosedur administrasi, tetapi belum optimal
dalam  ketepatan = waktu  pelaporan.
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Kelemahan ini berpotensi menimbulkan
persepsi negatif dari masyarakat terhadap
transparansi dan akuntabilitas keuangan
desa.

Temuan ini sejalan dengan pendapat
Mardiasmo (2018) yang menyatakan
bahwa akuntabilitas publik menuntut
pertanggungjawaban bukan hanya secara
administratif, tetapi juga substansial.
Penelitian Nafidah dan Suryaningtyas
(2015) juga menunjukkan lemahnya aspek
pelaporan sebagai salah satu kelemahan
umum pengelolaan keuangan desa.

Transparansi pengelolaan Dana Desa
dilaksanakan melalui baliho dan papan
informasi terkait APBDes. Hasil penelitian
menunjukkan rata-rata skor transparansi

4,12. Namun, pada indikator akses
masyarakat terhadap dokumen
perencanaan dan laporan keuangan,

terdapat skor minimum 1, menunjukkan

bahwa belum semua informasi
disampaikan ~ secara  utuh  kepada
masyarakat.

Transparansi yang dilakukan bersifat
formalitas, belum sepenuhnya
memudahkan  masyarakat ~memahami

rincian anggaran maupun realisasi Dana
Desa. Keterbatasan akses ini berpotensi
menimbulkan prasangka negatif terkait
pengelolaan keuangan desa.

Temuan ini selaras dengan penelitian
Tumbel (2016) yang menyatakan bahwa
keterbukaan informasi seringkali tidak
disertai edukasi publik yang memadai,
sehingga meski informasinya tersedia,
masyarakat tetap belum memahami
substansi anggaran desa. Transparansi yang
efektif memerlukan keterbukaan,
aksesibilitas, dan komunikasi dua arah
antara pemerintah desa dan masyarakat.

Partisipasi  masyarakat diperoleh
melalui  musyawarah  desa, namun
keikutsertaan masih didominasi tokoh
masyarakat tertentu. Hasil penelitian
menunjukkan skor terendah partisipasi
sebesar 1, khususnya pada indikator
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keterlibatan masyarakat dalam penyusunan
RKPDes, APBDes, dan RAB Desa. Skor
rata-rata partisipasi keseluruhan adalah
3,84.

Keterlibatan ~ masyarakat  masih
bersifat formalitas, belum menyentuh
partisipasi aktif dalam proses pengawasan
dan pelaksanaan pembangunan desa.
Rendahnya literasi masyarakat mengenai
hak dan kewajibannya dalam
pembangunan desa menjadi faktor utama
minimnya partisipasi.

Hasil ini sejalan dengan penelitian
Adi (2020) yang menegaskan partisipasi
masyarakat cenderung rendah pada tahap
implementasi dan pengawasan, padahal
keterlibatan aktif masyarakat penting untuk
mewujudkan good governance di tingkat
desa.

Secara keseluruhan, implementasi
prinsip akuntabilitas, transparansi, dan
partisipasi dalam pengelolaan Dana Desa di
Pekon Belu masih belum optimal.
Akuntabilitas lebih menekankan aspek
administratif, transparansi lebih bersifat
formalitas tanpa disertai edukasi yang
memadai, dan partisipasi masyarakat
cenderung terbatas hanya pada forum
musyawarah desa tanpa keterlibatan lebih
jauh.

Untuk mewujudkan tata kelola Dana
Desa yang lebih baik, diperlukan
peningkatan kapasitas aparatur desa,
penguatan sistem informasi publik yang
lebih mudah dipahami masyarakat, serta
pemberdayaan masyarakat agar lebih sadar
dan aktif dalam setiap tahapan pengelolaan
Dana Desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang
telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa
pengelolaan Dana Desa di Pekon Belu,
Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten
Tanggamus, belum sepenuhnya
mengimplementasikan prinsip
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akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi
masyarakat secara optimal.

Pertama, akuntabilitas pengelolaan
Dana Desa sudah dilaksanakan secara
administratif sesuai ketentuan, namun
masih terdapat kendala dalam ketepatan
waktu  penyampaian  laporan  serta
kelengkapan dokumen
pertanggungjawaban keuangan.

Kedua, transparansi pengelolaan
Dana Desa telah diterapkan melalui media
informasi seperti baliho dan papan
pengumuman, namun belum didukung
dengan keterbukaan informasi yang
memadai dan mudah dipahami masyarakat,
terutama terkait akses pada dokumen
perencanaan dan laporan keuangan desa.

Ketiga, partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan Dana Desa masih bersifat
formalitas, terutama hanya tampak pada
tahap perencanaan melalui musyawarah
desa, namun minim Kketerlibatan pada
tahapan pelaksanaan dan pengawasan.

Secara umum, pengelolaan Dana
Desa di Pekon Belu belum sepenuhnya
memenuhi prinsip good governance karena

masth terdapat kelemahan di aspek
akuntabilitas substansi, keterbukaan
informasi, dan partisipasi masyarakat

secara aktif.
SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut,
disarankan Pemerintah Pekon Belu perlu
meningkatkan kapasitas aparatur desa,
khususnya dalam aspek pengelolaan
administrasi keuangan desa agar dapat
menyusun laporan pertanggungjawaban
dengan tepat waktu dan akurat.

Transparansi informasi perlu
diperkuat tidak hanya sebatas penyajian
informasi secara visual, tetapi juga melalui
penyampaian yang lebih komunikatif,
mudah  dipahami, dan  melibatkan
masyarakat secara langsung dalam setiap
proses pengelolaan Dana Desa.
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Partisipasi masyarakat perlu
ditingkatkan melalui edukasi berkelanjutan
mengenai hak dan kewajiban mereka dalam
pengawasan Dana  Desa, sehingga
keterlibatan masyarakat tidak hanya terjadi
dalam forum musyawarah, tetapi juga aktif
dalam pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan desa.

Pemerintah desa didorong untuk
mengembangkan  sistem  pengelolaan
keuangan desa yang berbasis teknologi
informasi agar mempermudah akses
masyarakat terhadap informasi penggunaan
Dana Desa secara transparan dan
akuntabel.

Dengan upaya tersebut, diharapkan
pengelolaan Dana Desa di Pekon Belu
dapat berjalan lebih efektif, efisien,
akuntabel, transparan, dan partisipatif
sesuai prinsip tata kelola pemerintahan
desa yang baik (good village governance).
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